BEERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi MNomor 2 Tahun 2008 tentang
pemerintahan Desa yang mengatur Peraturan Desa dipandang perlu
adanya pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan
peraturan desa;

0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentarig
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa,

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4587) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8., Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Megeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerash Kabupaten Bekasi 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekas|
{Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKEAN

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN
DESA.

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

£
2
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
déngan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi

Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan
Desa adalah kesabuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa _dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan  mengurus
kepentp_ngan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
}ragg diakui dar dihormati dalam sistem pemerintahar. Negara Kesatuan Republik
ndonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
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yang merupakan perwujudan demokrasi dalain penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelenogara Pemerintahan Desa.

0. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretans Desa dan
perangkat desa lainnya sebagai unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan
dan unsur kewilayahan

11 Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutul an dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat

AL Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri
atas tokoh adat, agama, organisasli kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh
afau masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan
ketentuan perundangan yang berlaku.

13 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

14 Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi

5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa rang
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun
Peraturan Kepala Desa

16. Pengawasan adalah Klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Desa, dan
rancangan Peraturan Desa ,

17. Evaluasi ad_alah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk
mengetahui  kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau  peraturan
perundang-undangan yang lebih tingai

18. Penyebarluasan adalah kegiatan untuk menginformasikan mated Peraturan Desa
kepada masyarakat melalui sosialisasi, papan pengumuman, pamflet, leaflet, dan
lzin-lain

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 2

1) Peraturan perundang-undanganan pada tingkat desa disusun  dengan
memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
meliputi ;

a, kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
crhesesualan antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e, kedayagunaar dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan,

{2) Taftse;t:ﬂ muatan peraturan perundang-undangan pada tingkat desa mengandung
a, pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
2. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
9. keadilan;
h. kesamaan kedudukan datam hukum dan pemerintahan;
I. ketertiban dan «epastian hukum; dan
J- keseimbangan, keserasian dan keselarasan.



Pasal 3

s Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :
Peraturan Desa;

Peraturan Kepala Desa; dan

Keputusan Kepala Desa

BAE 111
MATERI MUATAN

Pasal 4

01) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah seluruh maten muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

&) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifal pengaturan.

13) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimeana dimaksud daiam Pasal 3 huruf
¢ adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang
bersifat penetapan.

Pasal 5

Maten muatan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

San/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau mengatur urusan
yang bukan kewenangan Pemerintahan Desa.

BAB IV
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Pertama
Persiapan

Pasal 6
1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau atas inisiatif BD.

(2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh
Sekretaris Desa dan Prrangkat Desa lainnya dengan memperhatikan kepentingan
dan aspirasi ma: yarakat desa setempat.

13} Sebelum Rancargan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa
gengan Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaoa Kemasyarakatan dalam rangka
‘ienampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa setempat.

(4) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh
kepala Desa bersama dengan Lembaga kemasyarakatan yang membidangi
pembangunan.

'5) Rancangan Perziuran Desa yang merupakan inisiatif BPD disampaikan oleh Ketua
BPD kepada Pemerintah Desa dalam suatu forum Rapat Pleno dilakukan
pembahasan BPD untuk mendapatkan persetujuan.

\6) Sebelum penyusurian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), BPD mengadakan Rapat dengan Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dalam rangka menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat
desa setempat yang berkaitan dengan materi muatan Raperdes yang akan dibuat.

Pasal 7

| ‘1) Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang merupakan
pelaksanaan Peraturan Desa, disusun oleh Sekretaris Desa bersama dengan
Perangkat Desa lainnya.




repals LaTmal dan Pympenan BPD

Bagian kedua
Pembahasan
Pasal 8§

Eancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dalam suatu
forum Rapat Pleno BFD untuk mendapatkan persetujuan.

BPD menyelenggarakan rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh ;
a. sekurang-kurangnya 2/3 dan jumiah anggota BPD

b. Kepala Desa dan perangkat desa ;

Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada #yat (2) huruf a Pimpinan BPD menunda pelaksanaan rapat.

&) Penundaan pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) han.

Pasal 9

1) Pengambilan  keputusan dalam rapat pembahasan Pancangan Peraturan Desa,
dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

&) Apabila tidak terjadi mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ambilan
¥eputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara. Bl

3] Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 50 (limapulub per
seratus) ditambzh 1 dari anggota BPD yang hadir.

4] Hasll keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa, yang memuat :
a. materi Peraturan Desa yang dibahas ;
b. unsur dan jumlah peserta rapat ;

. pokok-pokok pembicaraan anggota BPD ;
d. kesimpulan hasil rapat.

Pasal 10

'1)Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik
kembali sebelum dibahas bersama BPD.

{2) Rancangan Peraturan [resa yang berasal dari BPD, dapat ditarik kembali sebelum
dibahas bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Penetapan
Pesal 11

1) Rancang_an Perah.:rap Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD
disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa,

2) ETHEEI:F:FE[;': Raqcanl;g:n :keraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ila N daiam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitu jak tanggal
persetujuan bersama. : Ly ‘




Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa dan Penataan Ruani
yang telah disetujl bersama BPD, sebelum ditetapkan cleh Kepala Desa dalam
mBngka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditermanya Rancangan Peraturan
Desa dimaksud, disampaikan cleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk
devaluasi.

Hasil evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati melalui
Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (duapuloh) hari sejak Rancangan
Peraturan Desa tersebut diterima.

Apabila Bupati melalui Camat belum meriberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu
sebagaimana dinaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

11} Peraturan Desa dilarang diberlakukan surut dan wajib mencantumkan penetapan
batas waktu ketentuan pelaksanaannya.

2 Kecuali ditentrkan lain dalam Peraturan Desa tersebut, Peraturan Desa dinyatakan

mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak
dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 14
1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

@ Femuatanlperaturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau dapat didelegasikan kepada Kepala
Bagian Hukum,

Bagian Keempat
Penyampaian Peraturan Desa

Pasal 15

I'u-attllr'an Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan
-:punmn;:n dan pengawasan dalam jancka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
etetapkan.

BAB V
PENYEBARLUASAN

Pasal 16
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17
1} Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada
kepala Desa danfatau Ketua BPD sesuai dengan tahapan pembahasannya.

\J] Kepala Desa dan/atau Ketua BPD dapat menerima atau menolak masukan dari
masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,




BAB VII
FELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa menjadi dasar dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Cesa.

') Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

\3) Peraturan Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 19
1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

3) Bupati membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang muatan
materinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.,

BAB VIII
MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 20

1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan
kepentingan  umum  atau  peraturan  perundang-undangan lebih  tinggi
tingkatannya; g e b

=) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada® Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan
menyebutkan alasan-alasan pembatalannya;

1) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) har sejak
diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

'4) Paling lama 7 (tujuh) har setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua Peraturan Bupati yang sifatnya mengatur, yang sudah ada pada saat
diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka terhadap ketentuan yang mengatur hal
yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI BEKASI,
ttd
H. SA'DUDDIN

ls gkﬂn di Gkﬂrﬂng Pusat
.- 03 tarmﬂl

'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASTE, /{

o i '
:.P_ W

'BERITA DAERAH KABUPATEN BEKAST TAHUN NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

L. UMUM

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah kabupaten Bekasi
Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemerintahan Desa maka pelaksanaanya periu
menatapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Bupati i disusun dalam rangka menciptakan tertib pembentukan
peraturan  perundang-undangan dan memberikan pedoman bagi pemerintah desa

dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa,

untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai
persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penviapan dan
pembahasan maupun pemberlakuannya. Oleh karena itu maka dalam Peraturan
Bupati ini diatur ketentuan tentang asas pembentukan, perencanaan penyusunan,
materi muatan, pembahasan dan pengesahan, penyebarluasan dan partisipasi
masyarakat.

I1. PASAL DEMI PASAL
Fasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Ayat (1)
hurt f a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa dalam
pembentukannya harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapal.

hurcf b

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau  organ
pembentuk yang tepat adalah bahwa dalam pembentukannya
harus  mempertimbangkan  lembaga/pejabat  mana yang
berwenang membentuk. Peraturan yang  dibentuk  aleh
leinbaga/pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dibatalkan
atau batal demi hukum

huruf ¢

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan muatan
adalah ba!)wa dalem pembentukannya harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan perundangundangannya.



haruf d

Yang dimaksud dengan asas dapet dilaksanakan adalah bahwa
dalam pembentukannya harus memperhitungkan efektifitas
peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis,
yuridis maupun sosiokogis.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasiigunaan
adalah bahwa dalam pembentukannya harus benar-benar
mempertimbangkan kebutuhan dan kemanfaatannya bagi
masyarakat.

huruf £

Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa dalam
penyusunannya  harus  memenuhi  persyaratan  teknis
penyusunan, sistematika, pilihan kata dan terminology bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi  dalam
pelaksanaannya.

huruf g

Vang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam
proses  penyusunan sampal  dengan  penetapan  bersifat
transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan.

Ayat (2)

huruf a i
Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa
peraturan  yang dibentuk  harus  berfungsi  membernkan
perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat,

huruf b
Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi
muatannya  harus  mencerminkan  perdindungan  dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
masyarakat secara proporsional.

huruf ¢

vang- dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa maten
muatannya harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat

yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI
huruf d

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi
muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam

setiap pengambilan keputusan.
huruf e :

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa materi
muatannya harus merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila.

huruf £

Yang dimaksud dengan asas Kebhineka Tunggal Ikaan adalah
bahwa materi muatannya harus memperhatikan keragamaan
agama, gender, status sosial dlil.



Fasal 35

Pzsal 4

Pasal 5

Sasal 6

hund g

Yang dimaksudkan dengan asas keadilan adalah bahwa materi
muatannya harus mencerminkan keadilan secara proposional
bagi setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali.

higruf h

Yang dimaksud dengan asas kersamaan‘ hukum  dan
pemerintahan adalah bahwa materi muatannya tidak hﬂleh berisi
hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang seperti agama,
gender status sosial dil

furuf i

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum
adalah bahwa mater muatannya harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum.

huruf

Yang dimaksud dengan asas kescimbangan, keserasian dan
keselarasan  adalah  bahwa materi muatannya  harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.

Cukup jelas

Avat (1)

Cukup Jelas

Avat (2)

Cuki1p Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Materi muatan perdes adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan
urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang di dalamnya tidak
diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana.

Contoh  mater dalam perdes misalnya, Perdes APEBEDes, Perdes Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemdes, Perdes tentang Kedudukan Keuangan
Kapala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain. Pada dasamya Perdes
adalah kesepakatan-kesepakatan dari komponen-komponen masyarakat
yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Ayat (1)

Yang dimaksud “atas insiatif BPD" adalah pengajuan usul Rancangan
Peraturan desa dimaksud berasal dar BPD dalam rangka menyikapi
dan menyalurkan serta menindaklanjuti  aspirasi rakyat vyang
berkembanag.



Paza| 7

Pasal 8

Pasal 9

Ayat (2)
Mengandung arti bahwa agor materi peraturan Desa yang dibuat sesuai
dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat
setempat.

Ayat (3)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperfukan dukungan
seperangkat peraturan desa yang bisa mengarahkan penyelenggara
pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa,
maka penyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa haruslah
dilzkukan secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang ada
dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka

Ayat (4)
Clkup Jelas
Avat (5)

Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan " dalam ketentuan ini
adalah persetujuan tertulis setelah diadakan rapat Pleno vyang
dituangkan kedalam Berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua
pihak terkait dalam pengambllan keputusan serta Keputusan BPD
wentany persetujuan Peraturan Desa dimaksud.,

Avat (6)

Mengandung arti bahwa Badan Permusyawaratan Desa dituntut tidak
hanya memainkan perannya sebagai penampung dan penyalur

aspirasi, tetapi harus juga memperjuangkan kepentingan rakyat dalam
penyusunan Perdes tersebut. &

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Mengandung arti agar Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa yang akan ditetapkan tidak bertentangan dengan kepenti gan
umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan " dalam ketentuan ini
adalah persetujuan tertulis setelah diadakan rapat Pleno vyang
dituangkan kedalam Berita Acara rapat dan ditandatangani oleh semua
pihak terkait dalam pengambilan keputusan serta Keputusan BPD
tentang persetujuan Peraturan Desa dimaksud.

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (1)
Cuk 1o Jelas



Fesal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Ayst (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hasil keputusan rapat” adalah kesepakatan
bersama yang dituangkan secara tertulis yang dituangkan kedalam
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh semua pihak terkait dalam
pengambilan keputusan,

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "disetujui Bersama” dalam ketentuan ini adalah
persetujuan tertulis setelah diadakan rapat khusus untuk itu yang
dituangkan kedalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh
semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan serta Keputusan
BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan desa

Ayat (2)

Tenggang waktu 7 (twjuh) har dianggap layak untuk mempersiapkan
segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan
Peraturan Desa sampai dengan penandatanganan pengesahan
Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Ayat (1)

Sasaran Evaluasi adalah memberikan penilaian penyusunan rancangan
peraturan desa tentang APB Desa, Pungutan Desa dan Penataan
Ruung sehingga peraturan desa yang ditetapkan tidak bertentangan
derigan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang kebih
tinggi. '

Untuk rmelakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang
APB Desa, Bupat membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya
terdiri atas Perangkat Daerah/Unit Kerja teskait sesuai kebutuhan, Tim

evaluasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.,

Hasil evaluasi dimuat dalam berits acara untuk dijadikan bahan
keputusan Bupati

Ayat (2)

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah
berupa Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi APB Desa terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (1)

L T an m ' —



el 14

2=l 15

Fasal 16

Pazal 17

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemer ntah
daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala
daerah, peraturan bersama , keputusan kepala daerah tertentu serta
Peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Ayat (2)

Sesual Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
mengamanatkan  bahwa  Kewenangan mengundangkan  atau
mengumumkan dapat didelegasikan kepada kepala bagian hukum
sekretariat daerah

Fasilitasi pemerintah  kabupaten terhadap penyusunan peraturan Desa
sangat diperiukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas
pemerintah Desa untuk menyusun perdes baik. Pengawasan (supervisi)
kabupaten terhadap peraturan Desa sangat diperdukan agar perdes tetap
berjalan sesuai dengan norma-norma hukum, yakni tidak menyimpang dari
peraturan di atasnya dan tidak meruaikan kepentingan umum. Pengawasan
bisa berbentuk preventif (proses konsultasi sebelum raperdes disahkan
menjadl  perdes) dan  berbentuk represif (membatalkan perdes yang
pertentangan),

Penyampaian rancangan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati
melalui Camat disertai dengan SOftCopy.

Yang dimaksud dengan “disebarfuaskan” adalah agar khalayak ramai
mengetahui Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut dan
mengerty memaliami  isi serta  maksud-maksud yang terkandung di
dalamnya,

Penyebarluasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut
dilakukan melalui media cetak, papan pengumuman, pamflet, leaflet media
elektronik dan dengan cara sosialisasi berupa tatap muka atau dialog
langsung berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi
pers dan lain-fain,

Ayat (1)

Peran aktif masyarakat ini penting dalam penyusunan Perdes supaya
kebijakan pemerintahan desa yang dituangkan dalam Perdes tidak
merugikan masyarakat tetapi justru dapat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat

Ayat (2)

Hak masyarakat dalam ketenluan ini dilaksanakan sesuai tata tertib
BPD

Ayat (3)

Mengandung arti bahwa apabila masukan masyarakat bertentangan
dengan I_-:epentingm umum dan/atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan/atau mengatur urusan yang bukan kewenangan

Domarin=haas  Dees ¥ S T



18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
19
Ayat (1)
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa adalah suatu proses
kegiatan klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Desa, dan
rancangan Peraturan Desa yang ditujukan untuk menjamin agar
Peraturan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
yang telah ditetapkan.
Ayat (2}
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini terhadap

s€ bagian atau seluruh materi Peraturan Desa.
Yang dimaksud Peraturan Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum adalah bahwa Peraturan Desa yang disusun tidak

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparan, dan
meiibatkan partisipasi masyarakat serta tidak dapat memberi manfaat
bagi masyarakat atau dengan kata lain merugikan masyarakat. Maka
pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati akan membatalkannya,

Sedangkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan
Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengandung arti Hal ini
didasarkan pada adanya  hierarkhi  dalam  peraturan
perundangundangan (tata susunan norma hukum) atau merupakan
konsekwensi dari asas bahwa undang-undang yang lebih tinggi

raempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menyebutkan alasan-alasan pembatalannya
dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan
kepentingan umum danfatau peraturan perundang-uncangan yang
lebity tingagi.

Ayat (3]
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Cukup Jelas
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 11 Tahun 2010
TANGGAL : 05 Mei 2010

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

UMUM
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan

2in diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam

rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa
bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun
ﬂmran pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

_ Peraturzn Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus
disusun  secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum  dan teknik
periyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi
bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,

1. TEKNIK PENYUSUNAN

Xerangka strukitur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa terdiri dari :

A. Penamaan/Judul;

B. Pembukaan;

C. Batang Tubuh;

D. Penutup; dan

E. Lampiran (bila diperiukan).

Uraian dari masing-masing substznsi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A, amaan J Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Kepulusan Kepala Desa
mempunyai penamaan/judul.

2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputucan
Kepala Desa memuat keterangan mengenai Jenis, nomor, tanun dan tentang
nama peraturan atau keputusan yang diatur,

5 8 N_ama Plralaturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
dan Keputusan Kepala Desa.

4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Conteh Penulisan Penamaan/Judul:




a. Jenis Persturan Desa
mm“ m kRIS R ERAERAR R R R
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PEH-A“.] R—AN EEPAL& DESA L LI SRR R P ARy
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA . -
NOMOR 44 TAHUN 2610

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdini darni :

Frasa " Dengan Rahmat Tubhan Yang Maha Esa”;

Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

Konsiderans;

Dasar Hukum;

Frasa "Denqan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Kepala Desa®;

Memutuskan; dan

Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
Konsiderans;

Dasar Hukum;

Memutuskan; dan

Menetapkan.

3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
.  {onsidersoe:
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Tasd LWengan Rahims ihan Yang Mahg Esa

¥ata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata
yang harus dituls dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa, cari penulisan seiuruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Jabatan
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa, ditulis dengan hurut kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:
KEPALA DESA ooy

Konsiderans

¥onsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat
mengenal pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta
landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,

}?:a konsiderans terdini dari lebib satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran
dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan huruf a, b, c.
dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :
T e B T LN LR

Dasar Hukum
1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat” yang harus memuat dasar hukum
bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan
_Desa, Peratt 1an Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyal
kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa: dan

b) Landasan yuridis materi yang diatur,

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-
undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum
yang dibuat,

Catatan : Keputusan yang bersifa: penetapan, Instruksi dan Surat Edaran

lidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk
jenis peraturan perundang-undangan,



Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,
dan Tambahan Lembaran Daerah (kadw ada).

s dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap
g=sar hukum diawall dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda
Baca titk koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.
Tamtahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran
Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Danrah
Nomor ...}

De2" Kata frisa yang berbunyi "Dengan bersama _Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus
@cantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan  sebagai
- berikut
1) Ditulis sebeluin kata MEMUTUSKAN;
2 Kata "Dengan Persetujuan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf
kapital;

3) Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan

4 ¥ala "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan
huruf kapital.

Codtoh:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan
KEPALA DESA

Memutuskan

¥ata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
Stk dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.



A1 Mia gl Yang Mana osa

¥ata frasa yang berbunyl "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa™ merupakan kata
yang harus ditubs dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa, car penulisan seturuhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

E

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

KEPALA DESA ...cccasnivnaianas ——"

=

lmsﬂderajns harus diawalli dengan kata "Menimbang” yang memuat uraian singkat
mengenal pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta
@ndasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Mz konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok piki

s ; ' P pikiran
dirumuskan pengertian, daii tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan huruf a, b, c,
gst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : B e S S e e -
- ;
B R B A e B S £

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat” yang harus memuat dasar hukum
bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan
Desa, Peratt 1an Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai
kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2} Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu ;

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan

b) Landasan yuridis materi yang diatur,

3) Yang dapat dipailcai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-
323;??1 \;ang tingkat derajatnya lebib tinggi atau sama dengan produk hukum
1DUar.

Catatan : H_:eputusan yang hn_:rsifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran
l_:ld;;llk dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk
fenis peraturan perundang-undangan.




perundang-undangan, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut
 sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya,
nqﬂhmpﬁmmtdﬂmmkpadahhmm
sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan
perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik
5 Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, l.embaran Daerah,
dan Tambahan Lembaran Daerah fkaiav ada).

&) Bka dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tap
. dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda
baca titk koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Megani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun .. tentang

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran

Deerah Tahun ... Momor ... , Tambahan Lembaran Daerah
Momor ...)

frasa_"Dengan nersctujuan bersama Badan n

Pesa” Kata frasa  yang berbunyi  "Dengan persetujuan  bersama Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus
Scantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai
berikut :

1) Ditulis sebeluin kata MEMUTUSKAN;

2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf
kapital;
3) Kata "antara” Berta "dan®, semua ditulis dengan huruf kecil; dan

4] Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan
huruf kapital,

Cositoh:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA £
Memutuskan

¥ata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
tik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.



Menctapian

E=ts “menetapkan:” dicantumban sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke
S=wah dengan kata "Menimbang” dan "Mengingat”. Huruf awal kata "Menetapkan™
- @iulls dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

MEMUTUSKAN:

Penulisan kembal!i nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusar, Kepala Desa yang bersangkutan  dilakukan sesudah  kata
“menetapkan" dan Cara penulisannya adalah -

* Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;

» Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang
bersan jkutan;

* MNama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan hury' kapital dan
diakhin dengan tanida baca titik (),

¥ada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN S s
dan
“EPAM DEEA. Iih-l|||lllli--|||llllii

ContLh :
2] Jenis Peraturan Desa:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA  cccsverrssmunsisssomss TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA ..

B) Jenis Peraturan Kepala Desa:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA . TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

£) Jenis Keputusun Kepala Desa:
MEMUTUSKAN :

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan
Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:



& Perabwran Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....ccovuvmmmrmnsnnan
dan
KEPALA DESA e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA . TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA an

0. Peraluran Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan
bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Keputusan Kepala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ERLLELEEE Y| LLITLET T LLL]
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ......oevns ... TENTANG
PENETAPAN PETUGAS SISKAMLING.

KESATU

KEDUA
KETIGA T T PP dst

C. Ba Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dwumuskan dalam pasalpasal
atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal
adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat
mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat
penetapan (Beschikking), batang tububnya dirumuskan dalam  diktum-
diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai oerikut
1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa
1) Ketentuan Umum;
2) Materi yang diatur;
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
4) Ketentuan Penutup.
b. Pengelompolian materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak
merupakan keharusan,

Jika Peraturan Desz mempunyai materi yang ruang lingkupnya sz gat
luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat
dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf, Pengelompokan
materi-materi dalam Bab, Bagiar dan Paragraf dilakukan atas dasar
kesamaan kateguri atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur,

Urutan penggunaan kelompok adalah :

1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf:

<) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;

3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

C. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis
sebagai berikut :

1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua
ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Z) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan
Jilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali
huruf awal dari kata partikel yang tidak tax letak pada awal frasa.



3)

4)

3)

BAB I1
{ lllllllll JuDuL B‘AB ERFEENAND ]

Bagian Kedua

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf
ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf
pertama ditulis dengan huruf kecil,

Contoh :
Bagian Kedua
( rrrrrrrr . J“‘d“l Eilﬂiﬂﬂ "uuul]'
Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan
dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik
dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada
dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa avat,
kecuall jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu
serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit
dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf
kapital,

ntoh :

Pasal 5

Ayot adalah merupakan rincian dan pasal, penulisannya diben
nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa
diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan
dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping
dirumuskan dalam bentuk kalimat yang blasa, dapat pula
dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :
Pasal ....



Kartu tanda juran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat
nama pedagang, jenis dagangan, besamya iuran, almat
pedagang.

isi pasal ini dapat lebih mudah dipashami dan jika dirumuskan
sehagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

nama pedagang;

jenis dagangan;

besarnya iuran; dan

alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atsu ayat dengan tabulasi,
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian
kesatuan dengan kalimat berikut :

b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;

C. Setiap rincian diakhiri dergan tanda baca titik koma (;);

d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih
kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.

2. Kalimat yang masih mempunyai rinclan lebih lanjut diberi tanda
baca titik dua (:);

f. Ffer:?baglan rincian hendaknya tidak melebihi empat tngkat. Jika
rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbanagkan
pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai
rincian yang kumulatif, maka periu ditambahkan kata "dan" di
belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh ;
d. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

T- PPN R 11,
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b, Jika suatu rincian memeriukan perincian lebih lanjut, maka
perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
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Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara
keseluruhan adalah ¢
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Pertama
(Judul Bagian)
Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)
Pasal ....

(1) (Isiayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :

L PR R : dan

1. Isi sub ayat;
e TR SR RO TR,
a) (perincian sub ayat);

v} [ — .

1) (perincian mendetail dari sub
ayat);

1} LA EER T T RN T
Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama,
jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi ¢

1) Bfatasan dari pengertian;
gg ﬁneﬁalla? gtau akmn';g,tr:ang digunakan dalam Peraturan Desa: dan
a-hal lain yang ifat umum va berlaku bagi I-
berikutnya. i e



33 ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari
pengertian cdan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contol :
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi.

3- LA B LI N R T Y] iRk EEEw

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pergertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang
diatur ditempatkan teratas,

£. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan
pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang
ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan,

- Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materl yvang diatur adalah, semua obysk yang diatur secara sistermnatik
sesual dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Mater|
yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada
seperti :

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi
Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.

2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya
Peraturan Desa.

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-
tengah masyarakal, misalnya adat istiadat, agama,

4) Lardasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan
dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di
tengah-tengah masyarakat,

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah
a) Maten yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan

Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada
pengelompokan dalam bab.,

b} Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang
akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatian
dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai
dengan materi tersebut,

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yano lain

dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur,
Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau
pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.



C Keientyan Perglian

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas
mengenal akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum
peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru
berlaki, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi
tidak terlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan
yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hokum, ketidakpastian

hukum atau kesewenang-wenangan hukum,

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan
lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan
peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

1) Menghidari kemungkinan  terjadinga  kekosongan hukum
(Rechtsvacuum).

2} Menjamin, kepastian hukum {Rechtszekerheid).

3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagl rakyat atau kelompok
tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan”

terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari {Necessery evil) dalam
rangka mencapal atay mempertahankan tujuan  hukum  secara
keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini
bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus
dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan
tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan
peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru)
atau penentuan jangka waktu tertentn atau mengakui secars penuh
keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan
Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1} Penunjukan’ organ atau alat kelengkapan yang dikutsertakan dalam
melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu
menunjuk  pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan hak-hal tertentu.

b} Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu
pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan
{Peraturan Kepala Desa).

Z) Mama singkatan (Citeer Titel).

3; Ketentuan tentang ssat mulai berlakunva Peraturan Desa dapat
medalul cara-cara sebagail berikut :

a) Penctapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal
tertentu;



b) Ssat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk
seluruhinya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap
Puraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan dan Keputusan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling).

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan
dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
a) Ketentuan Umum:
b) Materi yang diatur;
¢) Ketentuan Peralihan (kal2u ada);

d) Ketentuan Penutup.

3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan
dari Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh

Pemtyran Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan
penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking),

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi
muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2} Pengelompokan dalam batang tubuh lerdiri atas materi yang akan
diatur.
Contoh :
KESATU
KEDUA

3} Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Catatan :
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam

Batang Tuboh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat
penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut -

2. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;

b. Mama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi
tanda baca koma;

C. Naina lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis denaan hur
karital tanpa gelar dan pangkat; - = %

d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;



£ —
ASsstenye suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan
pemeasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Nagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa
yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan
materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam
batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1.

&

10.
: 3 1F
12.
13

Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan,
tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa atou Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-
raguan dalam interprestasi.

Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Ranca 1gan
Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan,
Penjelasan berfungsi sebagal tafsiran atau materi tertentu.

Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lain.

Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan
Hep_ala Desa atau Kenutusan Kepala Desa yang bersangkutan.
Penjelasan terdin atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang
pembagiannya dirinc dengan angka romawi.

Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang
pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau
azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa.

Baglan-bagian darl penjelasan umum dapat diberi nomor dengan
angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi
Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.

Tidak boleh memperiuas atau menambah norma yang sudah ada
dalam batang tubuh.

Tidak boleh sekedar penguiangan semata-mata dari materi Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.

Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam
ketentuan umum.

Beoerapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan
diberi keterangan cukup jelas.

III.PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepzla Desa
dapat meliputi ;

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempumakan atau
menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian
Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran,
diktum dan lin-lainnya.

2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab,

Bagian, Paragraf, Pasal, ayal maupun perkataan angka, huruf, tanda baca,
lamipiran, diktum dan kain-lainnya,



Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturen Desa, Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah
sebagai berikut :

a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya,
b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan
peraturan kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah degan

Keputusan Kepala Desa.

¢. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.

d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan
Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah
perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

FERAWMH BES# CLLLE S R EEEL LU E L]
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA .« NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA .couuirensas
NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA ....oinsssassnssnnansans NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTAIIG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau
pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan
perubahan.

f. Batang tubih Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa etau Keputusan Kepala
Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal
tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :

1) Pasal T memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah
dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan
huruf besar A, B, C dan seterusnya.

2) Pasal 11 memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.

g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan
r:!igemgla Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
yang baru,



h. Apabia pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan
Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan
pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa

atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) s=bagai berikut :

1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu

2}

3

4)

nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskar tetapi tanpa isi, hanya dituliskan
"dihapus”.

Contoh :
BAB V Pasal dihapus.

Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu,
maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang
dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal
tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan
ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :
Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka
pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat banu, maka ayat baru itu
tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor
sesual dengan ayat yang terdabulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :
Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka
diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (la).

Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan
makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu
pengertian baru.

Contg.a @

Jika istilah "wilayah Dusun Jati" akan diubah menjadi "wilayah Dusun
Cilegon”, maka janganiah hanya mengubah perkataan "Kempul® menjadi
"Mertaina”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai
berikut : wilayah Dusun Jati diganti dengan wilayah Dusun Cilegon.

IV.PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU
KEPUTUSAN HKEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dJengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa 3tau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan
Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari
Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang
baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa lainnya.



Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut
dapat diletaikkan di depan (dalam pembukaan),

Contoh :
Menimbang : a. bahwa ..tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkarn ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang
(dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa aiau
Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta
akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaanya masih dapat
dinyatakan berlaku.

Contoh ;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Dengan beriakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa
wsssnnnneaes MOMoOr 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Persturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenwvorm)
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut
mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan
terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal
tersebut berisl :

- Pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Desa.

- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala
Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

Z) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan K
: » Pe eputusan Kepala
Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan
dengan peraturan yang sejenis.

Contoh:
PEHAWH" ﬂE—SA EEE
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...




V. RAGAM BAHASA

Ragem Bahasa yany dipakai dalam menvusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1.

. Pil

1.

Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada
kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata,
penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan
mempunyat corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian,
kelugasan, kebakuan dan keserasian.

Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau
Keputusai) Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas,
jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang
dirumuskan tidak menimbulkan salan tafsir atau menimbulkan pengertian
yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istiiah yang
pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai
dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

Hindari pemakaian :

a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan
pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti vang dipakal dalam
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Apabila  istilah  tertentu dipakai  berulang-ulang, maka  untuk
menyedethanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab
Ketentuan Umum,

Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan
susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum
dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan

lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.

Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa
Indonesia, Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah
disesuaikan  ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat
dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat *
;. rL-leirr:punyai kﬂn:;{l?si yang cocok;
: ih singkat bila dibandingkan dengan

I o Mg gan padanannya dalam Bahasa
C. Lebih mudah tercapainya kesepakatan,
d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

n K atau istilah

Pemakaian kata "Kecuali”

Untuk menyamkan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata
"kecual”, Kata “kecual® ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan
induk kalimat,



Coatoh :
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

. Pemakaian kata "Disamping”. Untuk menyatakan makna termasuk, dapat
digunakan kata "disamping".

Contoh

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan
Siskamling.

. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata

“jika" ata frasa "dalam hal”. Gunakan kata “jika" bagi kemungkinan atau
keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali

kata "make".

Contof :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling,
maka .
- Pemakaian kata "Apabila”,

Untuk menyatakan atau menunjukkan wuraian atay penegasan  wakhu
terjadinya sesuaty, sebaiknya menggunakan kats "apabila” atau "bila",

Contoh :
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling,
apabila sakit.

. Pemakaian kata "dan", "atau”, "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh :
A dan B wajib memberikan .....

D. Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata "atau”
Contoh :

A atau B wajib memberikan ...,

C. Untuk menyatakan sifat alterratif ataupun kumulatif, digunakan frasa
"dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan .

- Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak”
Contoh ;

Setiap wiwrga Desa Sukaragam yang telah berumur 17 (tujuh belas)
tahun berhak untuk mendapatkan Karty Tanda Penduduk (KTP)



7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat” atau kata "boleh”.
Kata "dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,
sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada dirfl seseorang. Untuk
menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib",

Contoh :

- HKepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang
sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8, }.Lntul-c menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata
'harus”.
Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang
calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti
kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan
frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

‘e‘-:'arga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak
diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam".
Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana
dimaksud pada”.

Contoh :

........... seébagaimana dimaksud dalam pasal 18 .

.......... -5 2bagaimana dimaksud pada ayat (1) ..ccoummeennnnmnnie

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan
judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

............ - sevagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (2) Peraturan
Desa .....cccorsmnnane. Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Anggaran
Pendapataa dan Belanja Desa.

2 PE’I'IQEI'CU-_EIH dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan  yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuar dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal
atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang
terdahulu” atau "pasal tersebut di atas” atau "Pasal ini”.



Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3), bertugas .........

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan
seluruhnya, maka Istilah "tetap berlaku” dapat digunakan.

BUPATI BEKASI,
tid

H. SA'DUDDIN

Di undangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal

], SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, ,ﬂ

R‘I'H- DADANG MULYADI —



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR :11 Tahun 2010
TANGGAL : 05 Mei 2010

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

I. FERATURAN DESA
PERATURAN DESA....... (Nama Desa)

HDH“R [EL] TAH u" LLL}
TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang 3. bahwa........corioviimicrresierrerrresresssaseans 2
037t ]| S P -
.- HE0 SELBTUSIYR. i i st asisiiissivadain s idhng
Mengingat s PO ¥ 11 o vt ol o I ——_— :
e R e e L L
e T T T —

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...ccceen {Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ...... {Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Peraturan
Desa).
BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB 11
Bagian Pertama
............................................ (judul bagian}
Paragraf Kesatu
........................................... (judul paragraf)
Pasal
BAB ..
Pasal ...
EAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kofia...

(Mama Kabupaten/<ota).
Ditetapkan di ...

pada tanggal
KEPALA DESA...,(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA.. (Nama Kabupaten/Kota)
TAHUN ... NOMOR ...



Il. PERATURAN KEPALA DESA
PERATURAN KEPALA DESA....... (Nama Desa)

HUHDR LLL] TﬂH u" Ll ]
TENTANG

{(Judul Peraturan Kepala Desa)
DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : 3. BahWA.......cccnriemeriinnissmmirsisrmisrssng

R R L S L e PR :
G O SORBIUISIINE. ..oy i it
Mengingat P U .
R e T :
3 Y SBPRIUSIWR. it strsammenseensmsmeranscsssatans
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN KEPALA DESA TENTANG .. (Judul
Peraturan Desa).

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................ (judul bagian)
Paragraf Kesatu

....................................... (judul paragraf)

KETENTUAN PERALIHAN (apzbila ada)



BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Kepala Desa ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ...

pada tanggal
KEPALA DESA...,(Nama Desa)

(Nama Tarpa Gelar Dan Pangkat)
Diundangkan di ...

F‘E.:IE! tii"!;i]i!' EEd
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
TAHUN ... NOMOR ...

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... {(Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

EiEpwn

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa............ -+ - 1



Mhingiingal b S T Y e e e R R R e T e S

" FYPENCIYSEMILATII L S P S ||
s = T == T ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU cop—— R L R R O
KEDUA o B ok e e e e L e e A el
KETIGA R SRR S = U0 S SO .-~y # £
KEEMPAT B AN AN i s A S B R b e S e
KELIMA R R R U e e v e
Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., {Nama Desa)

{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BEKASI,
td

H. SA'DUDDIN

Di undangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

{ & SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, /A,



